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Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث sa s es (dengan titik di  atas) 
ج jim j Je 
ح ha h ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh kadan ha 
د dal d De 
ذ zal z zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy esdan ye 
ص sad s es (dengantitik di bawah) 
ض dad d de (dengantitik di bawah) 
ط ta t te (dengantitik di bawah) 
ظ za z zet (dengan titk di bawah) 
ع ‘ain ‘ Apostrop terbalik 
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غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah , Apostop 
ي ya y Ye 
 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (  
). 
2. Vokal  
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau di ftong. Vokal tungggal 
bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya 
sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah i I 
xi 
 
 Dammah u U 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
  




a dan i 
 
  








Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 



















a dan garis di 
atas 
  













u dan garis di 
atas 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasin ya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah ( Tasydid ) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (      ), dalam transliterasinya ini 
dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi 
tanda syaddah. 
Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل ا  
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 




Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (  )hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata.Namun, bila hamzah 






8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an 
(dari al-Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah(ﷲ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-
ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bilanama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 
dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 
kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 
sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama 
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juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan 


























Nama : M. Rafii Akbar 
Nim : 10100112003 
Judul    : Dampak Hukum Peceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2013-
2015) 
Pokok Masalah penelitian ini adalah bagaimana Dampak Hukum 
Perceraian yang diakibatkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus 
di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2013-2015). Pokok Masalah 
tersebut dibagi menjadi dua Sub Masalah yakni: a.) Apa Faktor Penyebab 
terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kelas 1A 
Makassar.? b.) Apa Dampak Hukum Perceraian yang disebabkan oleh kekerasan 
dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar? 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan yuridis dan empiris, data diperoleh dari hakim dan 
pegawai di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar, metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan penelusuran berbagai 
literature atau referensi, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui 
tiga tahap yaitu Reduksi  Data, Penyajian, dan Pengambilan Kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1.) Faktor yang menyebabkan 
terjadinya perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga adalah 
antara lain: a.) Rendahnya Norma Agama b.) Gaya Hidup Yang Semakin Bebas 
c.) Kurangnya komunikasi dan Pengendalian Diri Yang Rendah. 2.) Dampak 
Hukum yang timbul dari perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah 
tangga dalam hukum materil pada dasarnya tidak mengatur secara spesifik tentang 
alasan-alasan perceraian dari berbagai problematika sehingga pada perinsipnya 
perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga sama dengan 
perkara perceraian lainnya namun biasanya dalam ijtihad seorang hakim 
perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga berpengaruh 
terhadap siapa yang berhak memiliki hak asuh anak, bagi pelaku kekerasan dalam 
ruamh  tangga biasanya dibebankan tidak memiliki hak asuh  anak dengan 
pertimbangan kemaslahatan kehidupan anak kedepan. 
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1.) Seorang Pria maupun wanita yang 
hendak mengikat diri dalam ikatan tali perkawinan hendaknya lebih selektif dalam 
mencari pasangan hidup untuk masa depan keluarga yang harmonis. 2.) Sebelum 
membentuk rumah tangga hendaknya pemahaman tentang nilai-nilai, norma-





                                   
A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan merupakan sunatullah bagi ummat muslim dan bernilai ibadah 
bagi yang melaksanakannya. Pernikahan sangatlah penting untuk dilaksanakan 
oleh seorang pria maupun wanita guna untuk menjaga keturunan yang baik, sehat, 
dan diridhoi Allah swt. Disamping itu perkawinan merupakan kebutuhan biologis 
bagi setiap manusia untuk mendapatkan pendamping hidup tempat seorang dapat 
saling berbagi dan melengkapi. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang di 
adakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dan seorang 
wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama 
dalam Pancasila.1 
Perkawinan pada hakekatnya merupakan bentuk kerjasama kehidupan 
antara pria dan wanita di dalam masyarakat dibawah suatu peraturan khusus atau 
khas dan suatu yang sangat diperhatikan baik oleh Agama, Negara, maupun Adat, 
artinya bahwa dari peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status baru 
kepada orang lain sehingga pasangan ini diterima dan diakui statusnya sebagai 
pasangan yang sah menurut hukum baik Agama, Negara, maupun Adat, dengan 
sederetan hak dan kewajiban untuk dijalankan oleh keduanyasehingga pria itu 
bertindak sebagai suami sedangkan wanita bertindak sebagai istri. 
                                                             
1Soedaryo Soimin,  Hukum Orang dan Keluarga, (Jakarta: sinar grafika, 2010), h.6 
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Dalam perkawinan pasangan suami istri mengikat dirinya pada persetujuan 
umum yang diakui untuk setia mentaati peraturan dan ketentuan-ketentuan di 
dalam  masyarakat mereka secara timbal balik, terhadap anak-anaknya, sanak 
keluarganya, dan terhadap orang lain dalam masyarakat. Dari perkawinan laki-laki 
dan perempuan inilah terbentuk suatu lembaga baru yaitu lembaga keluarga. 
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 telah menjelaskan bahwa 
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami 
istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.2 Begitupula didalam Intruksi Presiden 
Nomor 1 Tahun 1991 pasal 2 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa yang 
dimaksud dengan Perkawinan atau Pernikahan yaitu akad yang sangat Kuat untuk 
menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.3 
Perkawinan merupakan kebutuhan primer manusia yang sehat sebagai 
mahluk Allah swt. Artinya bahwa setiap manusia yang sudah dewasa dan setiap 
manusia yang sehat jasmani dan rohani, pasti membutuhkan teman hidup agar 
dapat memenuhi kebutuhan biologisnya, ia dapat mencintai dan dicintai, dapat 
mengasihi dan dikasihi serta dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan 
ketentraman, kedamaian dan kesejahtraaan dalam hidup berumah tangga. 
                                                             
2Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan 
Pelaksana Lainnya Di Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali pers, 2004), h.329 
3Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan 
Pelaksana Lainnya Di Negara Hukum Indonesia, h.377 
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Perkawinan merupakan sunatullah yang disenangi dan termasuk masalah 
keagamaan, dan juga merupakan sesuatu perbuatan hukum, maka dalam hal 
melangsungkan perkawinan, haruslah tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan 
tentang perkawinan yang telah di tetapkan oleh Negara. Seperti yang dinyatakan 
dalam pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
yaitu:4 
1.) Perkawinan adalah sah, apabila di lakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaan itu. 
2.) Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku . 
Pasal tersebut mempunyai arti bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum 
agama dan kepercayaannya, dari masing-masingpihak yang melangsungkan 
perkawinan tersebut.dengan demikian seseorang yang beragama Islam, 
Perkawinannya baru dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum Islam. 
Sehingga perkawinan adalah suatu perikatan perjanjian yang juga terdapat sangat 
banyak di dalam hukum perdata pada umumnya5 
Membentuk sebuah rumah tangga, hak dan kewajiban antara suami istri 
haruslah berjalan dengan seimbang antara satu sama lain, karena bilamana dalam 
perakteknya terjadi suatu penyimpangan, maka akan berpotensi menimbulkan 
konflik, baik itu dari suami maupun dari istri jika hal itu terjadi dalam sebuah 
                                                             
4Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan 
Pelaksana Lainnya Di Negara Hukum Indonesia, h.329-330 
5Soedaryo Soimin,  Hukum Orang dan Keluarga, h.4. 
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rumah tangga maka tujuan perkawinan yang di amanatkan oleh Undang-Undang 
RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan tercapai. Dan apabila 
konflik tersebut tidak dapat di selesaikan secara kekeluargaan, maka akan dapat 
menambah kemudaratan dalam rumah tangga sehingga kebahagiaan tidak dapat 
tercipta, dan bilaman hal itu terjadi maka dimungkinkan untuk melakukan 
perceraian melalui sebuah pengadilan dan tentunya setelah pengadilan berusaha 
untuk mendamaikan kedua belah pihak baik melalui mediasi ataupun cara lainnya, 
akan tetapi apabila upaya perdamaian tersebut tidak dapat tercapai, maka 
pengadilan tersebut dapat mengabulkan perceraiannya apabila di sertai dengan 
bukti-bukti. 
Oleh karna itu sebelum melakukan sebuah perkawinan yang akan di 
lakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan haruslah di lakukan dengan 
penuh pertimbangan dan ketelitan oleh kedua belah pihak. Sehingga di anggap 
sangat penting sebelum melakukan sebuah perkawinan untuk saling memahami 
dan saling mempelajari watak dan sifat masing-masing. Bahkan jika perlu 
diharuskan untuk melakukan sebuah perjanjian perkawinan. Karna janji adalah 
suatu sendi yang amat pentng dalam hukum perdata6. 
 
 
                                                             
6Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, h.4. 
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Putusnya perkawinan sebagaimana diatur pada pasal 38 Undang-Undang 
RI  Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di sebabkan oleh  tiga hal yaitu : 
1. Kematian 
2. Perceraian, dan  
3. Keputusan pengadilan.7 
Banyaknya kasus perceraian yang melanda pasangan suami istri saat ini 
merupakan suatu pelajaran bagi setiap orang yang belum membangun sebuah 
rumah tangga untuk lebih seleksi dan introspeksi diri dalam memilih pasangan 
dalam membentuk dan menjalin sebuah rumah tangga yang bahagia, dan 
sejahtera. 
Pengadilan yang berwenang menangani dan memeriksa serta memutus 
perceraian adalah untuk mereka yang beragama Islam, atau mereka yang 
beragama non-muslim akan tetapi pernikahannya dilaksanakan secara Islam. 
Maka penyelesaiannya di Pengadilan Agama, dan bagi mereka yang beragama 
selain Islam, penyelesaianya di Pengadilan Negeri. Sedangkan untuk dapat 
mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan haruslah disertai alasan-alasan yang 
telah ditetapkan dalam undang-undang. 
Adapaun alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian, 
telah diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, 
sebagai tersebut: 
                                                             
7Muhammad Amin Suma,  Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan 
Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia, h.337 
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1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,penjudi 
dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan. 
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selam 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 
diluar kemampuannya. 
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.  
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak yang lain. 
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit denga akibat tidak 
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. 
6. Antara suami dan istri secara terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 
tangga.8 
Selanjutnya Dewasa ini, di sosial Media maupun media elektronik banyak 
memberitakan kasus-kasus mengenai kekejaman atau penganiayaan berat yang di 
lakukan oleh suami terhadap istrinya yang mengakibatkan renggangnya hubungan 
pernikahan antara suami dan istri, dan apabila hal itu terjadi makapara istri dapan 
mengajukan ke pengadilan agama untuk mengajukan gugat cerai yang di 
sebabkan kekejaman atau penganiayaan yang di deritanya sehingga perkawinan 
itu tidak dapat berjalan dengan harmonis dan sejahtera. 
                                                             
8Muhammad Amin Suma,  Himpunan Undang-Undang Perdata Islam& Peraturan 
Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia,  h. 358-359 
7 
 
Apabila dilihat dari tujuan dilaksanakan sebuah perkawinan sebagaiamana 
yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan 
kehidupan yang sakinah, mawaddah, dah rahmah. Masyarkat yang berada di kota 
Makassar mayoritas beragama Islam, tidak perlu terjadi sebuah peristiwa 
Kekerasan dalam rumah tangga. Namun yang terjadi di Pengadilan Agama kelas 
1A Makassar, dalam menjalankan tugas dan fungsinya banyak di perhadapkan 
dengan kasus-kasus perceraian yang disebabkan karena adanya tindak kekerasan 
dalam rumah tangga. 
Data Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan 
Agama Kelas 1A Makassa Tahun 2013-2015. 
Tahun Perkara yang di terima Pengadilan 
Agama Kelas 1A Makassar 
Perceraian Akibat Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga 
2013 1992 1467 
2014 1968 1566 
2015 2030 1716 
Jumlah 5990 4749 
Tabel Laporan tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian 
Tahun 2013-2015 di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar9 
                                                             
9Pengadilan Agama Makassar, Laporan tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya 
Perceraian Tahun 2013-2015 di Pengadilan Agama Makassar, Makassar 8 Februari 2016. 
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Data tersebut menerangkan bahwa Perceraian yang di sebabkan oleh 
Kekerasn Dalam Rumah Tangga (KDRT) melebihi 65% dari keseluruhan Gugatan 
Perceraian. Maka demikian penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian 
terhadap permasalahan ini dan akan melakukan sebuah penelitian dengan judul 
:“Dampak Hukum Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi 
Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar Tahun 2013-2015)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, maka masalah pokok 
dalam penelitian ini adalah  Dampak Hukum Perceraian Akibat Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 
2013-2015). Kemudian masalah pokok ini di bahas dalam Submasalah sbb: 
1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (KDRT) sebagai alasan perceraian pada Pengadilan 
Agama kelas 1A  Makassar? 
2. Bagaimanakah dampak hukum dari perceraian dengan alasan kekerasan 
dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A ?. 
 
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
Untuk menyempurnakan penulisan dan untuk memberikan batasan 
pengertian dalam penulisan. Maka penulis memberi beberapa batasan pengertian 
dari beberapa istilah yang tercantum dalam penulisan ini : 
1. Dampak hukum perceraian adalah akibat hukum yang timbul karna adanya 
perceraian yang terjadi antara suami dan istri. Pasal 41 Undang-Undang 
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Perkawinan menyebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian 
adalah sebagai berikut: 
a. Baik ibu maupun Bapak tetap berkewajiban memelihara dan 
mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan 
anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, 
pengadilan memberi putusannya. 
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang di perlukan anak itu, bilamana bapak dalam 
kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka 
pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya 
tersebut. 
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi 
baiaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi 
bekas istri 
d. Adanya pembagian harta keluarga sesuai dengan agama masing-
masing10 
2. Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan dalam 
rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk 
terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan.Adapun Kekerasan 
dalam Rumah Tangga secara umum dibagi menjadi 4 Macam yaitu: 
a. Kekerasan dalam Rumah Tangga secara fisik 
b. Kekerasan dalam Rumah Tangga secara Psikis 
                                                             
10Dody Riyant,  Akibat hukum dari perceraian, 
http://Dirydody.blogspot.co.id2012/12/akibat-hukum-dari-perceraian.html?m=1,  (9 Januari 2016). 
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c. Kekerasan dalam Rumah Tangga secara Seksual 
d. Kekerasan dalam Rumah tangga dari segi Ekonomi11 
3. Keluarga adalah Margaret mead mendefinisikan keluarga sebagai unit 
social terkecildalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya 
hubungan perkawinan serta hubungan darah atau juga anak tiri atau anak 
pungut. 
4. Hakim adalah  pejabat yang memimpin persidangan yang berwenang 
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 
5. Panitera adalah pejabat pengadilan yang salah satu tugasnya adalah 
membantu hakim dalam membuat berita acara pemeriksaan dalam proses 
persidangan. 
6. Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa 
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN. 
7. Tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan 
berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan 
kepadanya, yang diguguat oleh orang atau badan hukum perdata. 
8. Suami adalah pemimpin dan pelindung bagi istrinya, maka kewajiban 
suami terhadap istrinya ialah mendidik, mengarahkan serta mengertikan 
istri kepada kebenaran, kemudian membarinya nafkah lahir batin, 
mempergauli serta menyantuni dengan baik  
9. Istri (Sanskerta: strī yang artinya adalah "wanita" atau "perempuan") 
adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelaminwanita. 
                                                             
11Fatiha, Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Http://fenind.com/201308/4-jenis-
kekerasan-dalam-rumah-tangga.html, (9 Januari 2016). 
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Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu 
upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri 
dan pasangannya sebagai seorang suami. 
10. anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang 
perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa 
seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan 
pernikahan tetap dikatakan anak12 
 
D. Kajian Pustaka 
Terdapat dalam beberapa literatur yang membahas tentang dampak 
hukum perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dalam berbentuk buku 
dan skripsi, diantaranya: 
1. Dalam buku Prof. Mohammad Taufik Makarao, S.H, MH. Dkk, yang 
berjudul Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa untuk mencegah 
melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah 
tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan 
perlindungan dan penindakan pelaku sesuai falsafah Undang-Undang 
Dasar Negara RI tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala 
bentuk kekerasan, terutama dalam rumah tangga adalah pelanggaran 
                                                             




hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan 
serta bentuk diskriminasi.13  
2. Dalam skripsi Andi Syaiful Fahri, yang berjudul Penerapan Undang 
Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam 
rumah tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar), 
membahas tentang latar belakang yang menjadi faktor penyebab 
terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terkhususnya perkara di 
Pengadilan Negeri Makassar dan penerapan Undang-Undang RI 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah 
tangga.14 
3. Dalam buku adil samadani, yang berjudul kompetensi pengadilan 
agama terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga, dijelaskan 
bahwa penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak 
terjadi secara spontanitas, namun memiliki sebab-sebab tertentu yang 
mendorong lak-laki berbuat kekerasan terhadap perempuan (Istri) 
yang secara umum kekerasan dapat diindentifikasi karena faktor 
gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang, dan role modeling 
(Perilaku hasil Meniru)15 
 
                                                             
13Mohammad Taufik Makarao,dkk, Hukum perlindungan anak dan penghapusan 
kekerasan dalam rumah tangga (cet I; Jakarta: PT Rineka Cipta,2013), h.175 
14Andi Syaiful Fahri, Penerapan Undang Undang nomor 23 tahun 2004 tentang 
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2009). 
15H.U. Adil Samadani, Kompetensi Pengadilan Agama terhadap tindak kekerasan dalam 
rumah tangga, h.32-33. 
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4. Dalam buku Prof. Dr. Maidin gultom, S.H M.Hum. yang berjudul 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan,  dijelaskan 
bahwa keluarga dan kekerasan sekilas seperti sebuah paradoks. 
Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara 
disisi lain keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, 
merasakan kasih sayang, mendapatkan pendidikan,pertumbuhan fisik 
dan rohani, tempat berlindung. Kerugian korban kekerasan dalam 
rumah tangga bukan hanya berpengaruh terhadap material tetapi juga 
immaterial seperti psikologis yang secara langsung maupun tidak 
langsung akan berpengaruh terhadap kehidupannya. Kekerasan yang 
terjadi terhadap anak dan perempuan rawan. Disebut rawan adalah 
karena kedudukan anak dan perempuan yang kurang menguntungkan. 
Anak dan perempuan mempunyai resiko besar mengalami gangguan  
atau masalah dalam perkembangannya.16 
5. Dalam buku Moerti soeroso yang berjudul kekerasan dalam rumah 
tangga dalam perspektif Yuridis-viktimologis, dijelaskan bahwa 
sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merepakan suatu 
bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya 
bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk 
perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, 
pemerkosaan dan pencurian.  Mula-mula pengertian kekerasan dapat 
kita jumpai pada pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
                                                             
16Maidan Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, (Cet.I; 
Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h.15 
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(KUHP) yang berbunyi; “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya 
disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Pasal tersebut tidak 
menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian 
juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut. 
Sedangkan pengertian “Tidak Berdaya” adalah tidak mempunyai 
kekeuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan 
perlawanan sedikitpun.17 
Dari referensi di atas tentang perceraian dan kekerasan dalam rumah 
tangga sebenarnya telah terlihat faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan 
dalam rumah tangga secara umum, setelah mengkaji referensi di atas belum ada 
yang membahas tentang dampak hukum perceraian akibat kekerasan dalam rumah 
tangga, sebagian besar membahas faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga 
secara umum dan dampak bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga 
peneliti meyakini bahwa belum ada yang meneliti tentang dampak hukum 





                                                             
17Moeti soeroso, kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Yuridis-Viktimologis 
(Cet I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 58 
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E. Tujuan & Manfaat Penelitian 
Sesuai Rumusan masalah tersebut, maka penuilis memaparkan tentang 
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengkaji dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tindak 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri sebagai salah satu 
alasan perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar! 
2. Mengkaji dan mengetahui akibat hukum dari perceraian yang di sebabkan 
oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama 
Kelas 1A Makassar.! 
 
Manfaat dalam penulisan ini diharapkan : 
1. Sebagai pengembangan terhadap ilmu hukum pada umumnya dan 
pengembangan ilmu hukum keperdataan pada khususnya yang mencakup 
tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian. 
2. Sebagai konstribusi pemikiran, dan menambah khasanah serta masukan 
yang bersifat permulaan bagi masyarakat untuk dapat mencegah terjadinya 






A. Pengertian Umum 
a. Pengertian Perkawinan 
Perkawinan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 
adalah ikatan lahur bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 
Didalam pengertian perkawinan dalam  Pasal 1 Undang-Undang RI 
Nomor 1 Tahun 1974 Tersebut  mencantumkan kata Berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan yang maha 
Esa, sehingga disini dengan tegas dinyatakan bahwa sebuah perkawinan bukanlah 
hanya suatu ikatan yang di bangun dari segi fisik seseorang melainkan perkawinan 
pula berkaitan erat dengan agama, kerohanian. Sehingga perkawinan bukan hanya 
memiliki unsur jasmani melainkan kerohanian pula. Sehingga dalam Undang-
Undang Perkawinan tidak di mungkinkan perkawinan yang pasangannya beda 
agama. 
Perkawinan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 
Apabila diperinci dapat memberi gabaran sebagai berikut : 
1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan 
wanita sebagai istri. 
                                                             
1
Muhammad Amin Suma,  Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan 
Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia, h.377 
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2. Ikatan lahir batin adalah ikatan yang sangat kuat antara jamani dan rohani 
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. 
3. Tujuan ikatan lahir batin tersebut harus berdasarkan dengan Ketuhanan 
Yang Maha Esa. 
Yang di maksud dengan ikatan lahir batin adalah sebuah ikatan yang di 
bangun begitu kuat karena melibatkan dua unsur yang sangat penting yang di 
miliki oleh setiap manusia yaitu lahir dan batin sehingga perkawinan itu 
merupakan landasan dalam membangun sebuah rumah tangga yang bersifat 
tangguh dan kekal untuk mewujudkan kesejahteran dalam kehidupan rumah 
tangga. 
b. Tujuan Perkawinan 
Setiap orang didalam melakukan sesuatu, tentu memiliki tujuan. Demikian 
pula halnya dengan sebuah perkawinan. Dari beberapa tujuan perkawinan salah 
satunya adalah untuk melaksanakan apa yang telah di syariatkan oleh Allah Swt 
sebagai sebuah perintah untuk melaksanakan sebuah perkawinan, baik dari pihak 
laki-laki maupun perempuan. Tentunya perkawinan yang di benarkan dan di 
ridhoi oleh Allah Swt. demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam 






Firman Allah swt: QS. al-Nisa/4:3; 
 َعَﺎُﺑرَو َثَﻼُﺛَو َٰﲎْـﺜَﻣ ِءﺎَﺴﱢﻨﻟا َﻦِﻣ ْﻢُﻜَﻟ َبَﺎﻃ ﺎَﻣ اﻮُﺤِﻜْﻧَﺎﻓ ٰﻰَﻣﺎََﺘﻴْﻟا ِﰲ اُﻮﻄِﺴْﻘُـﺗ ﱠﻻَأ ْﻢُﺘْﻔِﺧ ْنِإَو
 ۖ  ْﻢُُﻜﻧَﺎَْﳝأ ْﺖَﻜَﻠَﻣ ﺎَﻣ َْوأ ًةَﺪِﺣاَﻮَـﻓ اﻮُﻟِﺪْﻌَـﺗ ﱠﻻَأ ْﻢُﺘْﻔِﺧ ْنِﺈَﻓ ۚ  ُلﻮُﻌَـﺗ ﱠﻻَأ َٰﱏَْدأ َﻚِﻟ َٰذ  
Terjemahnya : 
Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau 
empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka 
(Kawinilah) satu saja.2 
Jika di lihat secara umum tujuan sebuah perkawinan tentunya untuk 
mendapatkan sebuah kebahagiaan di dunia dan di akhirat.Namun secara khusus 
tentunya tujuan perkawinan sangat beragam sesuati dengan pelakunya masing-
masing. Ada yang bertujuan untuk karir, untuk meraih jabatan tertentu, untuk 
bisnis, dll. 
Akan tetapi jika bertitik tolak pada ajaran islam, maka secara garis bersar 
tujuan perkawinan itu kalau di lihat dari sisi hukumnya dapat di kelompokkan 
menjadi 3 (Tiga) Kelompok sebagai berikut : 
1. Untuk Mentaati Perintah Allah 
Setiap umat muslim yang baik, sudah sepatutnya untuk mengacu kepada 
tatanan agamanya. Hidup berkeluarga adalah tatanan syariat islam yang sangat di 
anjurkan Allah swt. dan Rasulnya, Sehingga seorang muslim dalam melaksanakan 
pernikahannya juga harus bertujuan untuk mentaati agamanya dan juga untuk 
menyempurnakan ibadahnya. 
                                                             
2Kementrian Agama, Mushaf Al-Qur’an Tajwid dan terjemahan,  (Banjarmasin: Abyan, 
2014),  h.77. 
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2. Untuk mewujudkan keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah. 
Keluarga sakinah merupakan salah satu tujuan sebuah perkawinan. Di 
dalam QS. al-Rum/31:21 Allah swt Berfirman : 
 َﻖَﻠَﺧ ْنَأ ِِﻪﺗَﺎﻳآ ْﻦِﻣَو  َﻨ ْـﻴَـﺑ َﻞَﻌَﺟَو ﺎَﻬ ْـَﻴِﻟإ اﻮُﻨُﻜْﺴَِﺘﻟ ﺎًﺟاَوَْزأ ْﻢُﻜِﺴُﻔْـَﻧأ ْﻦِﻣ ْﻢُﻜَﻟ ْﻢُﻜ  ًةﱠدَﻮَﻣ  ﱠنِإ ًﺔَْﲪَرَو
 َنوُﺮﱠﻜَﻔَـﺘَـﻳ ٍمْﻮَﻘِﻟ ٍتَﺎﻳﻵ َﻚِﻟَذ ِﰲ 
Terjemahnya : 
“Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaanya ialah dia menciptakan untuk 
mu istri-istri dari jenis mu sendiri agar kamu tentram hidup bersamanya, dan 
diciptakannya rasa kasih dan sayang diantara kamu”.3 
 
Dalam ayat tersebut Allah menerangkan bahwa tujuan di ciptakan sitri 
adalah agar suami dapat membangun keluarga sakinah bersama istrinya, keluarga 
yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir dan bathin. 
3. Untuk pengembangan dakwah Islamiyah. 
Tujuan sebuah perkawinan selanjutnya adalah untuk mengembangkan 
dakwah islamiyah, seperti yang di lakukan oleh Rasulullah dan Para sahabatnya, 
dimana dalah hidup berkeluarga, pasangan suami istri akan melahirkan anak-anak 
dan keturunan yang baik. Sejak kecil anak-anak haruslah di didik dengan sikap 
yang baik dan kepada mereka di tanamkan akidah islamiyah yang kuat, sehingga 
mereka akantumbuh dan berkembang menjadi manusia yang taat terhadap 
agamanya, dan diharapkan dari anak-anak ini juga akan lahir cucu-cucu yang baik 
pula. Dengan demikian misi dakwah islamiyah akan berkembang dengan baik 
melalui sebuah perkawinan yang baik pula. 
                                                             
3Kementrian Agama, Mushaf Al-Qur’an Tajwid dan terjemahan, h.406. 
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c. Syarat Perkawinan. 
Sebuah perkawinan di katakana sah apabila di laksanakan sesuai dengan 
agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan sebuah perkawinan akan di 
katakan sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syarat dari perkawinan itu 
sendiri. 
Yang di maksud dengan syarat perkawinan adalah suatu hal yang mesti 
dan harus ada dalam perkawinan itu, misalnya antara lain haruslah ada wali dari 
pihak istri, balig, berakal dan lain-lain. 
Undang-Undang Perkawinan telah memuat syarat-syarat yang berkenan 
dengan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut : 
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak ( pasal 6 
ayat 1) maksudnya adalah tidak boleh seseorang untuk memaksa dalam 
sebuah perkawinan, melainkan harus dasari rasa suka sama suka. 
2. Untuk melangsungkan sebuah perkawinan seorang yang belum mencapai 
umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. 
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 
dalam keadaan yang mampu menyatakan kehendaknya maka isin 
dimaksudkan ayat 2 ini cukup di peroleh dari orang tua yang mampu 
menyatakan kehendaknya. 
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari 
wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan 
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darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan 
dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam 
ayat 2,3,4 pasal ini, atau salah seorang lebih di antara mereka tidak 
menyatakan pndapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukumtempat 
tinggal yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang 
tersebut dapat memberikan izin lebih dahulu  mendengar orang-orang 
tersebut dalam ayat 2,3, dan 4 pasal ini 
6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku 
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari 
yang bersangkutan tidak menentukan lain. 
Pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan : 
Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun 
dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 
Sedangkan rukun perkawinan sebagai berikut: 
1. Adanya mempelai laki-laki. 
2. Adanya mempelai perempuan. 
3. Ada wali dari pihak mempelai perempuan  
4. Dua orang saksi. 





d.        Putusnya perkawinan  
Putusnya  perkawinan disebut juga dengan perceraian, dan perceraian 
adalah merupakan bagian dari pernikahan, karena tidak akan terjadi perceraian 
apabila tidak ada berlangsung sebah pernikahan yang dilakukan oleh pihak 
perempuan maupun laki-laki. Didalam sebuah rumah tangga, antara suami dan 
istri telah sepakat dan berikrar janji untuk hidup dengan beragi dan setia saling 
menjaga, dan bertujaun membangun sebuah rumah tangga yang sakinah 
mawaddah dan rohmah, maka tidaklah sebuah harapan itu akan di dapati dengan 
begitu mulus dan ringan, akan tetapu harus didasari atas kerja keras secara 
maksimal dari kedua belah pihak dan dengan sikap yang penuh kedewasaan. 
Sebab tidak dapat di pungkiri dalam sebuah rumah tangga  selalu terbuka pintu-
pintu yang memungkinkan akan terjadi polemik rumah tangga yang tak 
berkesudahan, diamana terkadang hal itu dapat dihantarkan mereka pada suatu 
keputusan atau jalan keluar yang diperbolehkan walaupun sangant dibenci oleh 
Allah SWT. 
Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 
pasal 38 bahwa Putusnya perkawinan itu disebabkan karena: 
a. Kematian; 
b. Perceraian ; 
c. Putusan pengadilan. 
Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mempersulit 
terjdinya sebuah perceraian karena mengingat tujuan dari perkawinan itu sendiri 
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adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Apabila salah satu pihak mengajukan halnya kepada Pengadilan maka 
majelis hakim akan berusaha sedapat mungkin mendamaikan pihak-pihak yang 
berperkara dengan alasan tersebut diatas. Oleh karena itu alasan-alasan yang 
diajukan ke Pengadilan sebagai dasar untuk melakukan perceraian harus 
dibuktikan. 
Dalam sebuah rumah tangga yang selalu diwarnai dengan sebuah 
pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus atau salah satu pihak 
meninggalkan pihak yang lain itu tidaklah baik biarkan berlarut-larut sehingga 
demi kepentingan kedua belah pihak, perkawinan demikian lebih baik diputuskan. 
Meskipun Allah berkenan atas peceraian namun sangat tidak disukai, oleh 
Karena itu perceraian atau putusnya perkawinan janganlah sampai terjadi kecuali 
dalam keadaan yang sangat terpaksa. 
Didalam pasal 19 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan 
bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemandat, 
penjudi, dan lain sebagainya yang suukar untuk disembuhkan. 
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 
karena hal lain diluar kemampuannya. 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 
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d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 
yang membahayakan pihak yang lain. 
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri. 
f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga.4 
Adapun faktor pemicu bagi hancurnya esensi dari perkawinan itu adalah 
sebagai berikut : 
1. Ada sifat kebosanan dari salah satu pihak  
Sifat bosan merupakan keadaan jiwa yang timbul disebabkan karena 
adanya kejenuhan didalam menghadapi segala macam persoalan.Kejenuhan dan 
kebosanan kadang terjadi disebabkan adanya persoalan yang frekuensinya selalu 
berulang-ulang atau terkadang pula disebabkan oleh persoalan lainnya. Jika sifat 
kebosanan itu dibiarkan berlarut-larut dengan tanpa ada usaha untuk 
menghilangkannya, maka hal tersebut akan mempunyai dampak terhadap diri 
sendiri, dan terkadang pula akan berdampak terhadap orang lain. 
2. Kecurigaan dan kecemburuan. 
Suami/istri yang telah dibutakan oleh rasa cemburu, yang mana 
kecemburuan tersebut hanya berdasarkan pada kecurigaan dan prasangka saja, 
maka hal itu menjadi bibit kecil dari hilangnya rasa kepercayaan kepada 
suami/istri, dan apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya komunikasi 
                                                             
4Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan 
Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia, h.358 
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yang baik dari kedua belah pihak maka dapat menimbulkan sebuah konflik yang 
akan berujung di pengadilan.  
3. Adanya orang ketiga 
Dewasa ini hadirnya orang ketiga dalam sebah rumah tangga merupakan 
suatu hal yang sering terjadi di dalam sebuah rumah tangga.Hal ini merupakan 
salah satu pemicu bagi munculnya permasalahan-permasalahan baru yang sering 
kali membayang-bayangi kelangsungan dan keutuhan sebuah rumah tangga yang 
akibatnya banyak menyebabkan tergilingnya sebuah rumah tangga tersebut 
terseret kepada pintu kehancuran. 
4. Kekerasan dalam rumah tangga  
Didalam membangun sebuah rumah tangga sering terjadi para istri 
beramai-ramai membawa suaminya kedalam  meja hijau utuk di jerat pasal-pasal 
yang berkenaan dengan kekejaman dalam rumah tangga.  Para istri tersebut berani 
menggugat suaminya/meminta cerai di muka pengadilan dengan alasan 
kebanyakan adanya kekejaman atau penganiayaan yang dilakukan oleh suami 
terhadap dirinya, baik kekejaman itu dalam bentuk fisik, psikis, maupun 
seksual.Penganiayaan fisik dapat berupa pemukulan penamparan, penendangan, 
atau perusakan pada anggota tubuh. Sedangkan penganiayaan psikis dapat berupa 
cemoohan, penghinaan, atau ancaman dan segala yang dapat menyakiti dan 
melukai perasaan pihak yang lain.  
Pada prinsipnya tentunya semua bentuk kekejaman. Kekerasan yang 
terjadi dalam suatu rumah tangga adalah tidak dibenarkan oleh norma-norma, baik 
norma agama, norma hukum, maupun norma susila, sebab apapun alasannya 
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timbulnya kekejaman atau penganiayaan dalam rumah tangga itu, sesungguhnya 
hanya berdampak negating dan menyebabkan traumanya bagi korban, bahkan 
sering terjadi karena keterbatasan daya tahan tubuh serta jiwa dari istri dalam 
menerima perlakuan sewenang-wenangan dari suaminya, tidaklah jalan keluar 
yang dapat untuk menyudahi dari kekejaman atau penganiayaan yang dilakukan 
oleh suaminya tersebut, melainkan dengan jalan menggugat cerai ke Pengadilan 
Agama. 
Faktor utama penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga 
kebiasaanya disebabkan kurangnya pemahaman dari kedua belah pihak baik dari 
pihak istri maupun suami akan hak dan kewajiban masing-masing dalam 
menjalankan punsingnya di dalam rumah tangga, sehingga pada akhirnya 
memunculkan perilaku sewenang-wenangan terhadap pihak lain karena ia merasa 
berhak memaksakan kehendak dan perbuatan semaunya sendiri dalam anggota 
keluarga. 
 
B.        Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga  
Kekejaman menurut (kamus bahasa Indonesia) diartikan dengan perihal 
yang bersifat, berisi kejam dan menyebabkan sakit hati dan perasaan, sedangkan 
penganiayaan adalah perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau  
matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Oleh karena Kekerasan 
merupakan suatu perbuatan yang bersifat lebih, yang mengakibatkan luka atau 
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cacat, sakit, atau unsur-unsur paksaan atau ketidak relaan pihak lain yang dilukai. 
Penganiyaan mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik adalah sesuatu yang 
bertentangan dengan hukum, demikian pula kekejaman mengakibatkan sakit dan 
merasa tersiksa, oleh karena itu kekejaman dan penganiayaan merupakan 
kejahatan. Oleh karena itu perempuan dalam rumah tangga dijaring dengan pasal-
pasal KUHP tentang kejahatan. 
Didalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 tentang 
kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 
Kekerasan dalam rumah tangga adalah  setiap perbuatan terhadap seseorang 
terutama perempuan. Yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 
secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk 
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.5 
Pada dasarnya kekerasan dalam rumah tangga yaitu dapat menimpa siapa 
saja, termasuk kepada ibu, bapak, istri, dan anak bahkan kepada pembantu rumah 
tangga. Akan tetapi penulis mempersempit pembahasan ini terfokus kepada 
penganiayaan atau kekejaman yang dilakukan oleh suami terhadap istri, hal ini 
karena kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah para istri yang 
sudah barang tentu pelakunya adalah suami, yang meskipun demikian tidak 
menutup kemungkinan seorang suami juga dapat menjadi korban kekerasan dalam 
rumah tangga oleh istrinya. 
                                                             




2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
Kekerasan dalam rumah tangga termasuk salah satu bentuk kejahatan yang 
menodai dan melecehkan harkat dan martabat kemanusiaan. Bentuk kekejaman 
atau penganiayaan dalam rumah tangga itu bermacam-macam, ada yang bentuk 
penganiayaan seperti memukul, menampar, menyulut dengan api, atau dengan 
minyak dan lain-lain, dan ada juga yang berbentuk kekejaman yaitu berbentuk 
melukai perasaan atau psikologis, seperti berbicara dengan suara kasar, atau 
mengancam, demikian juga kekerasan dalam bentuk ekonomi yang berwujud 
menelantarkan dengan dengan tidak memberikan nafkah dan terkadang juga 
kekejaman dalam bentuk seksual dengan cara meaksa hubungan seks. 
Penganiayaan bisa berakibat langsung dan dapat dilihat langsung oleh 
orang lain, seperti kelihatan memar dan alin sebagainya, sedangkan kekejaman 
yang bersifatnya langsung dan terus berulang-ulang akan berakibat rasa putus asa 
terhadap korban. 
Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan 
kekerasan dalam rumah tangga disebutkan sebagai berikut : 
a. Kekerasan Fisik adalah suatu perbuatan yang menyebabkan si korban 
menjadi rasa sakit atau jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6) 
b. Kekerasan psikis adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk berindak, rasa 
tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat seseorang (Pasal 7) 
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c. Kekerasan seksual. Yang termasuk kekerasan seksual yang tercantum 
dalam pasal 8, ada dua yang meliputi: 
1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 
menerap dalam lingkup rumah tangga tersebut. 
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam 
lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial 
dan atau tujuan tertentu 
d. Penelantaran keluarga. Ini telah di jelaskan didalam pasal 9 huruf (a dan b) 
disebutkan sebagai berikut : 
1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 
tangganya, padahal hukum yang berlaku baginya atau karena 
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, 
perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 
2. Penelantara sebagaimana yang dimaksud ayat 1 juga belaku bagi 
setiap orang yang dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk 
bekeja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban 
berada di bawh kendali orang tersebut. 
3.         Sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
Dari berbagai pemikiran mengatakan bahwa terjadi kekerasan dalam 
rumah tangga itu sangatlah beragam, ada sekelompok mengatakan bahwa 
kekejaman atau penganiayaan dalam rumah tangga itu hanya terjadi pada orang 
yang tidak berpendidikan dan berpenghasilan rendah.Dari pendapat ini faktanya 
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justru banyak kasus-kasus Kekerasan kerap juga terjadi di kelompok 
berpendidikan atas, bahkan terdapat juga bahwa banyak perempuan karir yang 
mengalami kekejaman atau penganiayaan. Indikasi ini menunjukkan bahwa 
kekejaman atau penganiayaan itu bukan saja disebabkan oleh situasi tesebut, 
karena lebih dari pada itu disebabkan oleh status sosial, misalnya dari unsur adat 
yang mengatakan bahwa lebih mengunggulkan laki-laki dari pada perempuan 
sehingga lebih berkuasa terhadap segala-galanya dibandingkan dengan pihak 
perempuan. 
C.      Dasar Hukum 
Pernikahan adalah fitrah, yang merupakan kebutuhan asal dari pembawaan 
manusia sebagai mahluk Allah swt. setiap manusia yang suda dewasa dan sehat 
jasmani serta rohaninya, pasti membutuhkan teman hidup agar dapat memenuhi 
kebutuhan biologisnya, serta mencintai dan di cintai, menyayangi serta disayangi 
serta dapat diajak bekerjasama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan 
kesejahtraan dalam hidup berumah tangga. 
Pada saat tidak tercapainya sebuah ketentraman dalam hidup berkeluarga 
tersebut, maka dapat diberikan jalan keluar untuk melepaskan diri dari masalah-
masalah yang dihadapi dalam rumah tangga tersebut, dengan cara mengajukan 
gugatan cerai di Pengadilan Agama dan salah satu alasan tersebut adalah dengan 
adanya Kekerasan dalam rumah tangga.   
Dasar Hukum mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama 





 َةﱠﺪِﻌْﻟا اﻮُﺼْﺣَأَو ﱠﻦِ ِﱠﺪِِﻌﻟ ﱠﻦُﻫﻮُﻘﱢَﻠﻄَﻓ َءﺎَﺴﱢﻨﻟا ُﻢُﺘْﻘﱠَﻠﻃ اَذِإ ﱡِﱯﱠﻨﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ َﺎﻳ 
Terjemahnya : 
“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu 
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang 
wajar) dan hitunglah waktu iddah itu.”6 
 
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Qatadah; dan diriwayatkan pula 
oleh Ibnu Mundzir yang bersumber dari Ibnu Sirin bahwa Rasulullah saw. 
Menalak istrinya yang brnama Hafsah. Ia pun pulang kepada keluarganya. 
Kemudian ayat ini (QS. al-Thalaq/65:1) turun berkenaan dengan peristiwa 
tersebut, yang memerintahkan kepada Rasulullah saw. Agar memberi nafkah 
kepada Hafsah sampai habis masa iddahnya. Dan dikatakan (oleh jibril) agar 
Rasulullah rujuk kembali, karna Hafsah termasuk wanita ahli shaum dan bangun 
malam (Shalat).7 
b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan tindak 
kekerasan dalam rumah tangga. 
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Pada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berbunyi : 
                                                             
6Kementrian Agama, Mushaf Al-Qur’an Tajwid dan terjemahan.  h.558. 
7Khalid Ibrahim, Asbabun Nuzul Surat ath- Thalaq ayat 1-12. KHQ. Shaleh dkk 




 Untuk mengajukan sebuah perceraian harus ada cukup alasan, bahwa 
antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. 
d. Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 
hudur (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Salah satu pihak 
melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak 
yang lain. 
Dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, maka 
apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan tidak harmonisnya dalam rumah tangga 
disebabkan karena adanya kekerasan dalam rumah tangga, maka istri dapat 





A. Jenis dan lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat empiris (sosiologis) 
dimana peneliti akan meneliti tentang fakta-fakta yuridis akibat hukum yang 
timbul sebagai akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan 
sebagai alasan perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar Kelas 
1A.  
2. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Pengadilan Agama Makassar 
tepatnya di jalan Perintis Kemerdekaan km 17 Kota Makassar Propinsi Sulawesi 
Selatan, adapun dasar pertimbangan dipilihnya lokasi ini adalah sebagai berikut : 
a) Banyak perkara cerai gugat dengan alasan Kekerasan Dalam rumah 
Tangga di Pengadilan Agama Makassar sehingga penulis tertarik untuk 
meneliti kenapa hal tersebut terjadi. 
b) Kota Makassar merupakan Pusat Kemajuan di Propinsi Sulawesi selatan 
sehingga Perkembangan penduduk di Makassar cenderung sangat cepat, 
penduduk yang beragama Islam merupakan penduduk mayoritas, dan 
banyak pula penduduk yang tidak beragama Islam. 
c) Pengadilan Agama Makassar terdapat di Ibu Kota Provinsi Sulawesi 
Selatan dan sebagai Kota Terbesar di Kawasan Indonesia Timur sehingga 
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dari segi Sosio Yuridis dapat menjadi berometer perkembangan pemikiran 
hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
B. Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat empiris (sosiologis) 
dan teologis-normatif dimana peneliti akan meneliti tentang fakta-fakta yuridis 
akibat hukum yang timbul sebagai akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang 
menyebabkan sebagai alasan perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama 
Makassar Kelas 1A. 
C. Sumber data 
Sumber data yang akan dilakukan dengan penelitian ini adalah data primer 
dan data skunder 
a. Data Primer  
Pengambilan data primer dilakukan dengan penelitian secara empiris yang 
diperoleh secara langsung dari para Informant yang tepilih, cara yang digunakan 
untuk memperoleh data dilakukan melalui diskusi dan wawancara langsung 
dengan Informant  
b. Data skunder 
Data sekunder adalah keseluruhan data yang bersumber dari buku-buku, 
peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, dokumen-






D. Metode Pengumpulan Data  
Untuk melakukan penelitian diperlukan data yang mencangkup, 
pengumpulan data tersebut harus dengan teknik tertentu, agar data tersebut benar-
benar sesuai dengan fakta. Didalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang 
penulis pergunakan adalah sebagai berikut: 
a. Penelitian lapangan  
Yaitu dengan menggunakan penelitian ke lapangan, dalam hal ini penulis 
langsung mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar 
dengan teknik wawancara terhadap hakim yang pernah menangani kasus 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
b. Penelitian Pustaka  
Yaitu teknik mengumpulkan data sekunder yang dilakukan melalui 
dokumen-dokumen, buku-buku, Peraturan Perundang-undangan, dan bahan 
lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan 
skripsi ini. 
 
E. Instrumen Penelitian  
Instrument Penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alat 
maupun sosial yang diamati. Adapun isstrument yang peneliti gunakan dalam 
penelitian sebagai berikut: 
1. Pedoman Wawancara yaitu alat yang digunakan dalam wawancara 
yang yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 
informan yang berupa pertanyaan. 
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2. Alat tulis dan buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua 
percakapan dengan sumber data 
3. Alat Perekam yaitu alat yang digunakan untuk menyimpan perkataan 
dari informan yang dianggap penting. 
 
F. Teknik Analisis  
Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian 
karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan 
yang ada. Analisis data dapat dilakukan setelah semua data terkumpul dalam 
penulisan ilmiah ini, penulis menggunakan analisis deskrtiptif kualitatif, yaitu 
suatu analisi yang dihasilkan dari data deskriftif analisis yang ditanggapi oleh 
informan secara lisan dan juga merupakan perilaku nyata, yang teliti dan 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas IA Makassar 
a) Sejarah Pengadilan Agama Kelas IA Makassar 
Peradilan Agama adalah kekuasan negara dalam menerima, memeriksa, 
mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, 
wasiat, hibah, wakaf, shodaqah, dan Ekonomi Syariah diantara orang-orang islam 
untuk menegakkan hukum dan keadilan.  
Penyelenggaraan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama 
pada Tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada Tingkat Banding. 
Sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Sebagai 
pengadilan negara tertinggi. 
Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui 
eksistensinya dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-
pokok kekuasan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-
Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, merupakan 
lembaga peradilan khusus yang ditunjukan kepada umat islam dengan lingkup 
kewenangan yang khusus pula, baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya 
(justiciabel). Disamping Peradilan Agama ada juga Peradilan Militer dan 
Peradilan Tata Usaha Negara yang termasuk peradilan khusus. 
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Undang-Undang RI Nomor 7 ini disahkan dan diundangkan tanggal 29 
Desember Tahun 1989 ditempatkan dalam lembaran Negara RI nomor 49 tahun 
1989 dan tambahan dalam lembaran negara nomor 3400. Isi dari Undang-Undang 
RI Nomor 7 tahun 1989 terdiri atas tujuh bab, meliputi 108 pasal. Ketujuh Bab 
tersebut adalah ketentuan umum, susunan pengadilan, kekuasaan pengadilan, 
hukum acara, ketentuan-ketentuan lain, ketentuan peralihan dan ketentuan 
penutup. 
1. Sebelum PP. No. 45 Tahun 1957 
Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan 
Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, 
sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun pada waktu 
itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan Seorang Raja 
untuk mengankat seorang pengadil disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah 
masuknya Syariah islam, Maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi. 
 Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-
hal yang menyangkut perkara Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu 
termasuk Cakkara atau Pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan 
dengan perkara nikah. 
Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni 
Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi Pertama di Makassar adalah Maknun Dg. 
Manranoka, bertempat tinggal dikampung laras, Qadhi lain yang dikenal ialah 
K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh.  Sholeh adalah Qadhi 
terakhir, jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu 
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berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna 
menunjang kelancaran  pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman 
pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente. 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 
1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu 
belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan 
dengan wilayah Makassar. 
 Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang 
menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan 
kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor 
dirumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di 
Makassar yaitu kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi diberi gelar 
Daengta Syeh kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia. 
2. Sesudah PP. No. 45 Tahun 1957  
Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 
terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan 
Mahkamah Syariah” adapun wilayah Yurisdiksinya dan keadaan gedungnya 
seperti diuraikan pada penjelasan berikut: 
b) Letak Geografis 
Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan 
Agama Klas 1 A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak 
enam kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen seluas 150 m2 
untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun, akan tetapi sejalan dengan 
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perkembangan zaman, peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan 
memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka turut andil 
mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan sarana dan 
prasarana yang menunjang dan memadai, maka pada tahun 1999 Pengadilan 
Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru dan pindah tempat ke Gedung baru 
yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 Daya Makassar dengan luas 
lahan (Tanah) 2.297 M2  dan Luas Bangunan 1.887,5 M2 . 
c) Luas Wilayah 
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Kota 
Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut: 
 Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros 
 Sebelat Timur berbatasan dangan kabupaten Bone 










Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar 
dahulu hanya terdiri 9 (Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 
(Empat Belas) Kecamatan. 























e) Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kelas IA Makassar 
a. Visi 
“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR YANG 
BERSIH, BERWIBAWA, DAN PROFESIONAL DALAM 
PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN MENUJU SUPREMASI 
HUKUM.” 
Pengadilan Agama Makassar yang bersih, mengandung makna bahwa 
bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, 
maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas 
KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. 
Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum 
menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa. 
Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Makassar ke 
depan terpercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan 
pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma sandaran 
keadilan masyarakat. 
Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam 
proses penegakan hukum, profesionalisme dalam penguasaan ilmu pengetahuan 
hukum dan profesionalisme memanajemen lembaga peradilan sehingga hukum 
dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah 




Berdasarkan visi Pengadilan Agama Makassar yang telah ditetapkan 
tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Makassar untuk 
mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama tersebut adalah : 
1. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan. 
2. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan. 
3. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan. 





 Pertama  
“Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses” 
mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang 
bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses 
peradilan harus diwujudkan dengan transparan. Wujudnya nyata 
transparan adalah proses yang cepat, sederhana dan biaya murah. Misi 
tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap euforia reformasi hukum 
yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap 
peradilan yang selalu menganggap bahwa proses ke Pengadilan akan 
selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang mahal 
harus ditepis dengan misi tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan 




Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman" 
 Kedua  
“Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan”. Pembinaan 
merupakan tindakan antisipatif, yang merupakan upaya meningkatkan 
sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan hukum secara 
maksimal kepada masyarakat. Pengawasan merupakan tindakan untuk : 
(1). menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2). 
mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib 
sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya 
dengan sebaik-baiknya; (3). menjamin terwujudnya pelayanan publik yang 
baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu 
penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah. 
Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan merupakan upaya 
preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan 
pengawasan yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara 
tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan 
dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat 
mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan" 
 Ketiga 
“Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan”. 




administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong percepatan 
terwujudnya visi dan misi. Pengetatan dan disiplin terhadap administrasi 
dan manajemen yang telah ditetapkan merupakan hal urgen, perubahan 
birokrasi atau reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan 
merupakan jalan menuju reformasi hukum" 
 Keempat 
“Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum”. Yang mengandung 
makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak 
mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan 
prasarana tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, 
sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-
lain" 
 
F) Deskripsi Uraian Kerja 
Penyusunan Alur Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) 
1. Ketua  
a. Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama. 
b. Menetapkan sasaran setiap tahun kegiatan. 
c. Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan. 
d. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan. 
e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan 
dilingkungan Pengadilan Agama. 




g. Mengadakan rapat dinas. 
h. Menetapkan rumusan Pengadilan Agama. 
i. Meningkatkan koordinsi dengan instansi terkait. 
j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul 
dilingkungan Pengadilan Agama. 
k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan. 
l. Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur 
pembagian tugas para hakim untuk melakukan sidang perkara. 
m. Menetapkan dan memerintahkan eksekusi/sita eksekusi suatu 
keputusan. 
n. Mengitsbatkan dan menentukan tim hisab rukyat hilal di 
PengadilanAgama. 
o. Menunjuk dan menentukan rohaniwan untuk mendampingi 
penyumpahan pejabat/pegawai serta memberikan nasehat tentang 
hukum Islam sebagai upaya penyuluhan hukum kepada 
masyarakat. 
p. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan. 
q. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkunqan Pengadilan 
Agama. 
2. Wakil Ketua 
Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal : 
a. Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama.  




c. Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan. 
d. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan. 
e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan 
dilingkungan Pengadilan Agama. 
f. Memantau pelaksanaan tugas bawahan. 
g. Mengadakan rapat dinas. 
h. Menetapkan rumusan Pengadilan Agama. 
i. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.  
j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncu 
k. dilingkungan Pengadilan Agama. 
l. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan. 
m. Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur 
pembagian tugas para hakim untuk melakukan sidang perkara. 
n. Menetapkan dan memerintahkan eksekusi/sita eksekusi dalam 
suatu keputusan. 
o. Mengitsbatkan dan menentu tim hisab rukyat hilal di 
Pengadilan Agama. 
p. Menunjuk dan menentukan rohaniwan untuk mendampingi 
penyumpahan pejabat/pegawai serta memberikan nasehat 
tentang hukum Islam sebagai upaya penyuluhan hukum kepada 
masyarakat. 




r. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat dilingkungan 
Pengadilan Agama. 




a. Menjadi Ketua atau Anggota Majelis sidang atas penunjukan 
Ketua Pengadilan Agama. 
b. Meneliti dan mempelajari berkas yang akan disidangkan. 
c. Sebagai mediator terhadap pihak yang berperkara untuk 
melakukan mediasi kepada pihak yang berperkara. 
d. Membantu Hakim Ketua Sidang dalam meyelesaikan konsep 
putusan/penetapan Pengadilan Agama. 
e. Membantu Hakim Ketua Pengadilan Agama dalam bidang hukum 
Syara Hisab dan rukyat. 
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Pengadilan 
Agama. 
g. Dalam pelaksanaan tugas, hakim bertanggungjawab kepada Ketua 
Pengadilan Agama. 
h. Hakim anggota pertama pada satu majelis, mengkonsep 






a. Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan /kesekretariatan. 
b. Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan /kesekretariatan. 
c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan. 
d. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung 
jawab kegiatan Kepaniteraan /Kesekretariatan. 
e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di 
lingkungan Kepaniteraan/ Kesekretariatan. 
f. Memantau pelaksanaan tugas bawahan. 
g. Mengadakan rapat dinas. 
h. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanan pimpinan dibidang 
Kepegawaian/Kesekretariatan. 
i. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. 
j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang 
Kepaniteraan/Kesekretariatan. 
k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan. 
l. Menyusun konsep pembinaan hukum agama dan melaksanakan 
hisab rukyat. 
m. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan 
kepaniteraan/kesekretariatan. 
 




a. Memberikan pelayanan teknis di bidang Administrasi perkara dan 
administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
b. Bertanggung jawab terhadap administrasi perkara baik mengenai 
pendaftaran perkara/persidangan, pengaturan arsipperkara dan 
hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara. 
c. Bertanggung jawab terhadap penyusunan statistik dan 
dokumentasi pengadilan serta pelayanan dibidang hukum syara, 
pelayanan sumpah, hisab dan rukyat. 
d. Memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada 
bawahannya dalam pelaksanaan tugas. 
e. Sebagai koordinator Jurusita Pengganti dan bertanggung jawab 
langsung atas kelancaran pelaksanaan tugas meja III. 
f. Menjadi Panitera sidang atas penunjukan panitera. 
g. Mengadakan rapat-rapat berkala baik sebagai pejabat fungsional 
maupun dengan seluruh pegawai yang menjadi bawahannya. 
h. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga hisab rukyat 
setempat. 
i. Mempersiapkan tenaga-tenaga untuk itsbat syahidal hilal. 
j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditentukan oleh 
Ketua/Panitera. 
6. Wakil Sekretaris 




b. Meneetapkan sasaran kegiatan kesekretariatan setiap tahun 
kegiatan. 
c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan. 
d. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung 
jawab kegiatan kesekretariatan. 
e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di 
lingkugan kesekretariatan. 
f. Memantau pelaksaan tugas bawahan. 
g. Mengadakan rapat dinas. 
h. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanan pimpinan dibidang 
Kesekretariatan. 
i. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. 
j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang 
Kesekretariatan. 
k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan. 
l. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.  
m. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan 
Kesekretariatan. 
n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris/Ketua 
Pengadilan Agama. 
7. Panitera Muda Gugatan 




b. Mempersiapkan persidangan perkara gugatan untuk itu harus 
mengadakan koordinasi dengan Panitera Pengganti perkara 
gugatan. 
c. Menyiapkan berkas perkara gugatan yang masih berjalan. 
d. Dan tugas lain yang berhubungan perkara perdata gugatan. 
8. Panitera Muda Permohonan 
a. Melaksakan administrasi perkara permohonan. 
b. Mempersiapkan persidangan perkara permohonan untuk itu harus 
mengadakan koordinasi dengan Panitera Pengganti perkara 
permohonan. 
c. Menyiapkan berkas perkara gugatan yang masih berjalan. 
d. Urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata 
permohonan. 
9. Panitera Muda Hukum 
a. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan 
statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpanl arsip 
berkas perkara serta melakukan pengurusan administrasi, 
pembinaan hukum agama dan hisab rukyat dan tugas lain yang 
diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
b. Dalam pelaksanaan tugas Panitera Muda Hukum bertanggung 
jawab kepada Wakil Panitera. 
c. Menerima, menencatat, mengolah, menyalurkan surat-surat 




d. Menghimpun, mengola, membukukan dan mengajukan 
pertimbangan hukum. 
e. Mempersiapkan rencana rumusan nasehat dan pertimbangan 
hukum. 
f. Mempersiapkan penyelenggaraan islah terhadap pertentangan 
faham dalam agama. 
g. Merumuskan pedoman penentuan arah kiblat, waktu shalat, awal 
dan akhir bulan qamariah. 
h. Mengatur dan mengurusi pengambilan sumpah menurut hukum 
agama. 
i. Mempersiapakn data perkara dan menyusun statistik dan 
dokumentasi Pengadilan Agama. 
j. Mempersiapkan pemberian bimbingan Pengadilan Agama di 
bidang hukum Syara, statistik dan dokumentasi serta 
ketatalaksanaannya. 
k. Menyusun laporan kegiatan sub kepaniteraan Hukum 
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil 
Panitera. 
m. Menghimpun Klipping hukum yang berkaitan dengan Pengadilan 
Agama. 
10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian 
a. Memimpin pelaksanaan tugas sub bagian Kepegawaian. 




c. Menyusun dan menjadualkan rencana kegiatan. 
d. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung 
jawab kegiatan. 
e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan keqiatan bawahan. 
f. Memantau pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian 
Kepegawaian. 
g. Mengadakan rapat dinas. 
h. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaa pimpinan, 
dibidang sub bagian kepegawaian. 
i. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja terkait. 
j. Menanggaapi dan memecahkan masalah yang muncul. 
k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan. 
l. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan. 
m. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan. 
n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Sekretaris 
Pengadilan Agama. 
11. Kepala Sub Bagian Keuangan 
a. Memimpin pelaksanaan tugas sub bagian Keuangan. 
b. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun. 
c. Menyusun dan menjadualkan rencana kegiatan. 
d. Membagi  tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan. 
e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.  




g. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanan pimpinan 
dibidang sub bagian keuangan. 
h. Mengadakan rapat dinas dengan bawahan. 
i. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja terkait. 
j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang 
Keuangan 
k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan. 
l. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan. 
m. Mergevaluasi prestasi kerja bawahan. 
n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Sekretaris 
Pengadilan Agama. 
12. Kepala Sub Bagian Umum 
a. Memimpin pelaksanaan tugas sub bagian umum. 
b. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun. 
c. Menyusun dan menjadualkan rencana kegiatan. 
d. Membagi tugas dan menetukan penanggung jawab kegiatan. 
e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan. 
f. Memantau pelaksanaan tugas bawahan. 
g. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan 
dibidang surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan 
perpustakaan. 
h. Mengadakan rapat dinas dengan bawahan. 




j. Mengkonsep Laporan Tahunan (LT), Laporan Mutasi Barang 
(LMBT) dan kartu inventaris barang (KIB). 
k. Mengusulkan penghapusan milik/kekayaan Negara. 
l. Menaggapi dan memecahkan masalah yang muncul. 
m. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.  
n. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan. 
o. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Sekretaris 
Pengadilan Agama. 
13. Panitera Pengganti 
a. Membantu Hakim Majelis dalam persidangan dengan mencatat 
hal-hal yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara. 
b. Bertanggung jawab atas kebenaran catatan tersebut berdasarkan 
sumpah jabatan pada waktu melaksanakan tugas  
c. Mencatat selengkapnya segala yang terjadi berkaitan dengan para 
pihak selama persidangan dalam bentuk berita acara yang 
kemudian merupakan tanggung jawab segala isi dari berita acara 
tersebut.  
d. Menandatangani berita acara persidangan bersama-sama dengan 
Ketua Majelis. 
e. Membantu hakim dalam bentuk menyusun/ menyelesaikan 
putusan/ penentapan. 
f. Melaksanakan tugas lain dibidang perkara yang diberikan 




g. Menyusun dan menjahit berkas  B  terhadap  perkara  banding  
yang  ditangani. 
14. Jurusita/Jurusita Pengganti 
a. Dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Panitera, 
Jurusita Pengganti melaksanakan tugas dan tanggung  jawab  
sebagai n berikut  : 
b. Mengetik panggilan pemberitahuan isi putusan. 
c. Melaksanakan tugas pemanggilan, pemberitahuan kepada para 
pihak pencari keadilan. 
d. Melaksanaan penyitaan. 
e. Membuat berita acara penyitaan dan menghubungi pihak-pihak 
yang terkait. 
f. Melaksanakan eksekusi. 






B. Dampak Hukum Perceraian yang disebabkan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar 
Perceraian ialah suatu keadaan dimana antara suami dan istri telah terjadi 




putusan Pengadilan.  Perceraian dalam hukum islam merupakan suatu hal yang di 
perbolehkan, akan tetapi dibenci oleh Allah swt. Seseorang istri yang beragama 
islam yang hendak mengajukan perkara perceraian, harus mengajukan gugatan 
perceraian di Pengadilan Agama. Gugata perceraian dibuat sedemikian rupa yang 
secara formal berisikan identitas para pihak, posita atau alasan perceraian dan 
petitum atau tuntutan. 
Sesuai dengan Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan, bahwa suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama di 
mata Hukum, termasuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suami. Untuk 
melakukan perceraian itu harus mempunyai bukti yang cukup dan alasan yang 
kuat bahwa antara suami istri tidak dapat hidup tukun sebagai suami istri. Apabila 
telah ada ketidak cocokan tersebut, maka sesuai dengan pasal 31 ayat 2 tersebut 
dapat di laksanakan didepan persidangan pengadilan, dan perceraian itu terjadi 
setelah putusan itu talah berkekuatan hukum tetap. 
Akibat hukum dari adanya perceraian secara umumnya adalah sebagai 
berikut: 
1. Putusnya jalinan hubungan pernikahan akibat putusan dari hakim 
Pengadilan Agama, sehingga sudah tidak ada lagi hubungan suami 
istri antara kedua belah pihak. 
2. Adanya ketentuan siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang lahir 
dari hubungan pernikahan tersebut. 
3. Pembagian harta gono gini yaitu harta kekayaan yang diperoleh 




Dalam penelitian ini penulis mendapatkan hasil tentang perceraian yang 
disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dalam hasil 
wawancara peneliti dengan Bapak M. Hasanuddin selaku Hakim Pengadilan 
Agama Kelas 1A Makassar Mengatakan bahwa:  
“Pada perinsipnya Perceraian yang di sebabkan oleh adanya sebuah kekerasan 
Fisik yang dilakukan oleh suami maupun istri, pada hakikatnya dikembalikan 
kepada hukum materil peradilan agama yang tercantum dalam Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi dalam memberikan 
sebuah putusan hukum seorang hakim memiliki sebuah ijtihad atau keyakinan diri 
untuk memutuskan yang terkadang tidak sama seperti yang dicantumkan dalam 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), 
disinilah terkadang Hakim dalam memutuskan perceraian yang disebabkan oleh 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga biasanya bagi yang melakukan Kekerasan baik 
dari pihak suami maupun pihak istri yang menyebabkan sebuah perceraian 
biasanya dibebankan tidak memiliki hak asuh anak dengan pertimbangan 
kemaslahatan bagi anak itu sendiri”.1 
Apabila dalam sebuah perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam 
rumah tangga, seorang hakim melihat sebab terjadinya perceraian, apakah pihak 
yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dikarenakan memiliki 
penyakit psikologi ataukah hanya karena faktor emosi. Apabila pihak yang 
melakukan kekerasan dikarenakan memiliki penyakit psikologi seperti gila, 
sinting, psikopat, atau penyakit yang membahayakan bagi kelansungan hidup 
anak, maka seorang hakim terkadang memutuskan untuk tidak memberi hak asuh 
anak kepadanya. 
Dari penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa dampak hukum 
perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga tidak diatur 
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dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, 
akan tetapi perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga bisa 
berpengaruh terhadap hak asuh anak melalui ijtihad seorang hakim. 
C. Faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
sebagai alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A 
Makassar, Penulis menggunakan study kasus mengenai perceraian yang 
diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai alasan perceraian. 
Berdasarkan hasil wawancarai penulis dengan Bapak H. Hasanuddin selaku 
Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. pada tanggal 10 Februari 2016, 
sebenarnya banyak kasus serupa yang pada umumnya dipicu oleh Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga.  
Pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan  haruslah 
didasari oleh perasaan saling mencintai antara yang satu dengan yang lain. Dalam 
mengarungi rumah tangga, kehidupan diperlukan pengorbanan yang besar guna 
keselarasan kehidupan dan membentuk keluarga yang sakinah sering kali dalam 
rumah tangga terjadi percekcokan dan pertengkaran yang mengaikibatkan 
retaknya hubungan keluarga dan terkadang menyebabkan perceraian. 
Adapun faktor terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 
sebagai alasan perceraian adalah sebagai berikut : 
1. Rendahnya Norma Agama.  
Pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang harus dipertahankan, dan 




belah pihak terlebih dahulu memahami norma-norma agama tentang hakekat 
sebuah perkawinan karena perkawinan bukan sekedar untuk melampiaskan 
kebutuhan biologis semata tetapi lebih dari itu rumah tangga adalah tempat 
membina hubungan yang harmonis antara seorang pria dengan wanita untuk 
mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 
 Tujuan perkawinan telah dituangkan dalam Undang-undang RI Nomor 1 
Tahun 1974 Pasal 1 bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.2 
Selanjutnya tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 3 
adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah 
warahmah. 
 Dari dua peraturan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua hal 
yang sangat penting yaitu pertama Bahagia, bagaimana agar sebuah rumah tangga 
bahagia lahir dan bathin dibutuhkan kemampuan pihak suami dan pihak istri 
untuk menciptakan keharmonisan dengan dibuktikan dengan adanya kesanggupan 
masing-masing pihak untuk memenuhi kebutuhan lahir dan bathin. Sedangka 
yang kedua adalah Kekal dan berdasarkan ketuhanan hal ini dapat terwujud 
apabila  keduanya bijaksana dan dewasa disebabkan mengetahui tentang norma-
norma agama tentang hakekat perkawinan itu sendiri sehingga setiap permasalah 
yang ada didalam keluarga dapat dihadapi dengan saling pengertian antara satu 
dengan yang lain. 
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Untuk memenuhi tujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagian 
dan tentram  haruslah dijalani sesuai dengan hak dan kewajiban antara suami 
maupun istri seperti halnya yang telah di atur dalam ajaran agama. Namun 
faktanya masyarakat di Makassar banyak yang tidak menjalankan hak dan 
kewajibannya sesuai dengan ajaran agama, karna kurangnya pemahaman tentang 
agama kemudian menjadi salah satu penyebab seorang suami melakukan tindakan 
semaunya karna menganggap dirinya sebagai kepala rumah tangga. 
 Hasil penelitian penulis berdasarkan diskusi bersama Bapak Hasanuddin, 
selaku hakim Pengadilan Agama Makassar, bahwa kurangnya pemahaman agama 
adalah salah satu dari faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Suami dan 
istri yang tidak memahami hak dan kewajiban masing-masing sesuai yang telah di 
syariatkan agama tidak terlaksana sehingga mudah membuat salah satu pihak 
dalam keluarga bertindak semena-mena. Bapak M. Hasanuddin mengatakan 
bahwa: 
“Dalam sebuah rumah tangga sering kali terjadi pemukulan yang dilakukan 
oleh suami kepada istrinya karna salahnya pemahan dalam memaknai ayat 
Al-Quran yang seolah melegitimasi seorang suami untuk memukul istri.”3 
 
 
 Salah satu alasan yang sering menjadi dalih seorang suami memukul istri 
dalam keluarga adalah salahnya pemahaman dalam mengartikan QS. al-Nisa/4:34; 
 ُلﺎَﺟﱢﺮﻟ َﺎِﲟَو ٍﺾْﻌَـﺑ ٰﻰَﻠَﻋ ْﻢُﻬَﻀْﻌَـﺑ ُﻪﱠﻠﻟا َﻞﱠﻀَﻓ َﺎِﲟ ِءﺎَﺴﱢﻨﻟا ﻰَﻠَﻋ َنﻮُﻣاﱠﻮَـﻗ  ْﻦِﻣ اﻮُﻘَﻔْـَﻧأ 
 ْﻢِِﳍاَﻮَْﻣأ  ُﻪﱠﻠﻟا َﻆِﻔَﺣ َﺎِﲟ ِﺐْﻴَﻐِْﻠﻟ ٌتَﺎﻈِﻓﺎَﺣ ٌتﺎَِﺘﻧَﺎﻗ ُتَﺎِﳊﺎﱠﺼﻟَﺎﻓ  ﱠﻦُﻫَزﻮُﺸُﻧ َنﻮُﻓَﺎَﲣ ِﰐ ﱠﻼﻟاَو
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 ﱠﻦُﻫُﻮِﺑﺮْﺿاَو ِﻊِﺟﺎَﻀَﻤْﻟا ِﰲ ﱠﻦُﻫوُﺮُﺠْﻫاَو ﱠﻦُﻫُﻮﻈِﻌَﻓ  ًﻼِﻴﺒَﺳ ﱠﻦِﻬَْﻴﻠَﻋ اﻮُﻐ ْـﺒَـﺗ َﻼَﻓ ْﻢُﻜَﻨْﻌَﻃَأ ْنَِﺈﻓ  ﱠنِإ
 َﻪﱠﻠﻟا  ًاﲑِﺒَﻛ ﺎ ﻴِﻠَﻋ َنﺎَﻛ .  
  
Terjemahnya:  
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah 
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain 
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari 
harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada 
Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah 
telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan 
nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat 
tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, 
maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.4 
Selanjutnya, Bapak M. Hasanuddin menjelaskan bahwa: 
“Kata (dan pukullah mereka) didalam Ayat diatas sering menjadi dalih 
seorang suami melegalkan diri untuk memukul istrinya, padahal yang 
dimaksud dalam ayat “dan pukullah mereka” itu bukanlah suatu perintah 
untuk mendidik istri dengan cara memberikan sentuhan fisik (memukul) 
melainkan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah memberikan efek jera 
kepada istri agar seorang istri memahami dan introfeksi diri terhadap 
kewajibannya.”5 
 
Ibnu ‘Abbas dan ulama-ulama lain berkata: “Yaitu pukulan yang tidak 
melukai” Al-Hasan al-basri berkata: “yaitu, (pukulan yang) tidak meninggalkan 
bekas.” Para fuqaha berkata:” yang tidak melukai anggota badan dan tidak 
meninggalkan bekas sedikitpun.” Ali bin abi talhah mengatakan dari ibnu abbas: 
yaitu memisahkan dari tempat tidur, jika ia terima. Jika tidak, Allah mengizinkan 
mu untuk memulkulnya, dengan pukulan yang tidak mencidrai dan tidak melukai 
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tulang, jika ia terima. Dan jika tidak juga, maka Allah menghalalkan mu untuk 
mendapatkan tebusan darinya.”6 
 
Begitu pula yang di tegaskan oleh Sayyid Quthb dalam bukunya Tafsir fi 
Zhilalil Qur’an menafsirkan kata “serta pukullah mereka” sebagai berikut: 
Sejalan dengan maksud dan tujuan semua tindakan dimuka maka 
pemukulan yang dilakukan ini bukanlah untuk menyakiti, menyiksa, dan 
memuaskan diri. Pemukulan ini tidak boleh dilakukan dengan maksud 
menghinakan dan merendahkan, dan tidak boleh dilakukan dengan kasar 
untuk menundukkannya kepada kehidupan yang tidak disukainya. 
Pemukulan yag dilakukannya haruslah dalam rangka mendidik yang harus 
disertai dengan kasih sayang7 
 
Dari berbagai referensi diatas penulis menyimpulkan bahwa didalam Al-
Qur’an telah mengatur bahwa seorang suami boleh memukul istrinya ketika 
seorang istri dalam keadaan Nusyuz sebagaimana yang tercantum dalam surat an-
nisa ayat 34 sehingga benar Al-qur’an Melegitimasi Seorang suami untuk 
memukul istri. akan tetapi yang di maksud dengan memukul istri dalam Al-quran 
adalah memukul yang di lakukan dengan kasih sayang dan tidak melukai yang 
berakibatkan cidera anggota tubuh serta bertujuan untuk mendidik istri agar dapat 
intropeksi diri dari kesalahannya. Sehingga tidaklah benar ketika seorang suami 
melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 
2. Gaya hidup yang semakin bebas 
Gaya hidup merupakan salah satu dari arus budaya yang sulit untuk 
dibendung, gaya hidup selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, 
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gaya hidup masa lalu sangatlah berbeda dengan kondisi perkembangan zaman 
sekarang, sehingga terkadang dengan gaya hidup pada masa sekarang, sudah 
mencapai pada tinggat yang membahayakan, sehingga dengan gaya hidup yang 
bebas, akan menyebabkan seseorang yang sudah berumah tangga akan terjadi 
akibat tidak saling percaya antara yang satu dengan yang lain. 
 Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak M. Hasanuddin, 
seorang hakim pada Pengadilan Agama kelas 1A Makassar  pada tanggal 11 
Februari 2016 mengatakan bahwa:  
“Dengan gaya hidup yang bebas sekarang ini, berakibatkan para suami 
sering bertingkah laku kepada istrinya berdasarkan keinginannya sendiri, 
dengan anggapan bahwa suami adalah yang paling berkuasa dalam rumah 
tangga, sehingga istrinya dianggap tidak jauh berbeda dengan seorang 
pembantu rumah tangga”.8 
 
faktor gaya hidup yang semakin bebas ini juga yang mengakibatkan 
banyaknya terjadi perselingkuhan dalam sebuah rumah tangga. Banyaknya kafe 
Malam, warung kopi buka 24 jam, hiburan malam, dan lain-lain memicu gaya 
hidup untuk beraktivitas dimalam hari, nongkrong bareng teman kerja, jalan-jalan 
bersama teman wanita, bukan hanya menjadi tren bagi kalangan anak muda 
namun orang yang telah memiliki rumah tanggapun mengalami hal seperti ini, 
berkenalan dengan teman baru, intraksi bersama teman kerja yang berlebihan 
menyebabkan sehingga sering kali suami maupun istri mengalami perselingkuhan. 
Inilah sebagai pemicu renggangnya hubungan kesejahtraan dalam rumah tangga, 
sehingga para istri yang menghadapi masalah tersebut, merasa sakit hati dan tidak 
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tahan menghadapi masalah yang dideritanya sehingga mengajukan gugatan cerai 
di Pengadilan Agama Makassar. 
Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa 
menghadapi perkembangan zaman yang semakin bebesa, didalam ikatan 
perkawinan sangat penting selalu didasari norma-norma dalam beraktivitas sehari-
hari, baik norma agama, norma adat-istiadat dll. Sehingga dalam menjalankan 
hubungan dan intraksi dapat terkontrol sebagaimana mestinya 
 Jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama Makassar dengan 
alasan kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh gaya hidup yang semakin 
bebas, seperti  gangguan pihak ketiga (Perselingkuhan), hilangnya tanggung 
jawab suami, tidak ada keharmonisan, kerisi ahlak, cemburu, dll. yang 
menyebabkan para istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Makassar, 
dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 
 



















1 2013 1992 175 50 307 280 337 
2 2014 1968 260 29 381 224 438 
3 2015 2030 226 9 99 213 549 
Jumlah - 5990 661 88 787 717 1324 
Data: Laporan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di 
Pengadilan Agama Makassar Tahun 2013-2015.9 
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Dari table diatas, dari tahun 2013-2015 Pengadilan Agama Makassar 
menerima perkara sebanyak  5990 perkara perceraian, dan dari perkara yang 
diterima faktor pemicu perceraian yang disebabkan oleh gaya hidup yang semakin 
bebas mencapai 1324 perkara. Adapun dari kasus perceraian yang disebabkan 
oleh kekerasan dalam rumah tangga kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga 
80% dilakukan oleh suami terhadap istri.  
Dari data diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa penyebab 
terjadinya Perceraian yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
akibat gaya hidup bebas  merupakan salah satu faktor penyebab Perceraian yang 
disertai dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sehingga sangatlah 
penting dalam kehidupan sehari-hari senantiasa didasari dengan Norma-Norma 
Agama sehingga sebagai landasan dan acuan dalam bertindak selayaknya keluarga 
yang sakinah mawaddah dan rahmah. 
3. Kurangnya Komunikasi dan Pengendalian diri yang lemah 
Dalam sebuah rumah tangga yang baik bisa dikatakan rumah tangga yang 
baik apabila komunikasi antara anggota keluarga juga baik, baik intraksi antara 
suami ke istri, orang tua ke anak, anak ke anak. Namun apabila komunikasi antara 
anggota keluarga jelek ini dapat menyebabkan sebuah perceraian. Apalagi ketika 
dalam rumah tangga minim pengendalian diri, ini dapat mengakibatkan perceraian 
disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. 





Kekejaman dan penganiayaan dalam rumah tangga bisa terjadai 
disebabkan oleh faktor kurangnya pengendalian diri,  hal ini terjadi terkadang 
masing-masing berkeingingan untuk hidup dengan serba ada, sedangkan dalam 
kenyataannya belum mempunyai penghasilan yang berkecukupan, yang akibatnya  
salah satu pihak berani mencari hutang yang begitu besar dengan tanpa diketahui 
oleh salah satu pihak dalam keluarga, dan hal ini yang memicu terjadinya sebuah 
keluarga yang tidak harmonis. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim Anggota di 
pengadilan Agama Makassar mengatakan bahwa : 
“Faktor yang banyak itu adalah faktor kurangnya komunikasi dalam rumah 
tangga sehingga jika terjadi kebuntuan dalam komunikasi maka fisik yang 
berbicara.”10 
Selanjutnya bapak memberikan contoh ketika seorang suami baru pulang 
kerja dalam keadaan lelah, capek kemudian langsung dipertanyakan dengan 
pertanyaan yang memojokkan tanpa komunikasi yang baik seperti sebuah 
bentakan maka respon yang kembali dari suami adalah bentakan dan suami yang 
dalam keadaan lelah atau capek sehingga dapat meningkatkan emosi yang 
berlebihan sehingga biasanya dapat menyebabkan sebuah sentuhan fisik. Oleh 
karna itu Ahlak yang baik dalam rumah tangga merupakan suatu yang sangat 
penting untuk dibina sehingga Miscommunication dan Social control  dapat 
dihindari. 
                                                             
10 M. Hasanuddin  (53 Tahun),  Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Makassar, wawancara, 




Data perceraian yang disebabkan oleh kurangnya ahlak dalam rumah 
tangga sebagai berikut: 
Nomor Tahun Perkara yang di terima Perceraian yang disebabkan 
krisis Akhlak 
1 2013 1992 307 
2 2014 1968 381 
3 2015 2030 99 
Jumlah - 5990 787 
Data: Laporan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di 
Pengadilan Agama Makassar Tahun 2013-2015.11 
 
Dari data diatas penulis  menyimpulkan bahwa masyarakat khususnya di 
daerah Makassar, komunikasi dan pengendalian diri masih merupakan 
permasalahan penting dalam keluarga, kurangnya komunikasi yang baik dan 
pengendalian diri yang lemah yang di akibatkan oleh kurangnya ahlak yang baik 
merupakan salah satu penyebab kekerasana dalam rumah tangga. 
                                                             
11
Pengadilan Agama Makassar,  Laporan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya 








1. Dampak hukum dari adanya perceraian yang diakibatkan dari tindak 
kekerasan dalam rumah tangga adalah putusnya jalinan hubungan 
pernikahan akibat putusan dari Hakim Pengadilan Agama sehingga sudah 
tidak ada lagi hubungan suami istri antara kedua belah pihak. Adanya 
ketentuan siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang lahir dari 
hubungan pernikahan tersebut dengan berbagai pertimbangan sesuai 
dengan kemaslahatan kehidupan anak. Serta pembagian harta gono gini 
yaitu kekayaan yang diperoleh selama pernikahan mereka berlangsung.  
2. Faktor penyebab terjadinya perceraian yang diakibatkan tindak Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga adalah adanya kekerasan fisik atau kekejaman yang 
berakibat sakit hati yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam kurun 
waktu yang berlangsung lama. kekerasan dalam rumah tangga tersebut 
berupa penganiayaan dan pemukulan terhadap istri yang menyebabkan 
luka fisik dan derita bathin. Dan sebagi faktor terjadinya kekejaman dan 
penganiayaan tersebut juga dikarenakan adanya faktor pemicu lainnya 
yaitu : 
 Rendahnya Norma Agama.  
 Gaya hidup yang semakin bebas 
 Kurangnya Komunikasi dan Pengendalian diri yang lemah 
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3. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) tidak diatur secara spesifik tentang akibat hukum perceraian 
yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi 
perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga bisa saja 
berdampak terhadap hak asuh anak dengan ijtihad Hakim Pengadilan 
Agama bilamana Kekerasan yang dilakukan oleh ayah maupun ibu akan 
berdampak kepada kebaikan pertumbuhan anaknya. 
B. Saran 
1. Bagi Hakim Pengadilan Agama, agar dalam memutus gugatan perceraian 
yang diajukan kepadanya hendaknya memperhatikan alasan-alasan yang 
diajukan serta selalu mengupayakan perdamaian, mengingat putusannya 
perkawinan akan berdampak sangat luas, yang menyangkut kebahagian 
manusia serta masa depan anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan 
tersebut. 
2. Bagi suami maupun istri, agar memikirkan dengan secara matang sebelum 
memutuskan untuk bercerai, carilah tidakan yang tepat untuk menghindari 
perceraian, bersikap bijaksana untuk mempertahankan kehidupan rumah 
tangga agar bisa langgeng dan lestari. 
3. Perlu dilakukan penyuluhan hukum pada masyarakat, sekolah, lembaga 
atau Instansi pemerintah tentang masalah perkawinan, perceraian dari 
akibat kekerasan dan kekejaman dalam rumah tangga sebagaimana yang 
diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
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